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ABSTRAK
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan layanan kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kayuagung selama era New Normal. Kebijakan tersebut diterapkan sebagai respons terhadap pandemi COVID-19 yang mengharuskan penyesuaian dalam prosedur kunjungan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan warga binaan, petugas, dan pengunjung. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan layanan kunjungan di Lapas Kelas II B Kayuagung mencakup beberapa perubahan signifikan, seperti pembatasan jumlah pengunjung, penerapan protokol kesehatan yang ketat, serta pemanfaatan teknologi untuk kunjungan virtual. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk meminimalkan risiko penyebaran COVID-19, terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, termasuk keterbatasan infrastruktur untuk mendukung kunjungan virtual dan resistensi dari beberapa pengunjung terhadap prosedur baru.Pembahasan lebih lanjut mengungkapkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada sosialisasi yang efektif, pelatihan bagi petugas, serta peningkatan fasilitas teknologi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun kebijakan layanan kunjungan era New Normal di Lapas Kelas II B Kayuagung telah memberikan kontribusi positif dalam mencegah penyebaran COVID-19, masih diperlukan berbagai upaya untuk mengatasi tantangan yang ada guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas kebijakan tersebut.
Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, layanan Kunjungan
ABSTRACT

	This research aims to analyze the implementation of visiting service policies at the Class II B Kayuagung Correctional Institution during the New Normal era. This policy was implemented in response to the COVID-19 pandemic which required adjustments to visiting procedures to maintain the health and safety of inmates, staff and visitors. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through in-depth interviews, observation and document study. The research results show that the visiting service policy at the Class II B Kayuagung Prison includes several significant changes, such as limiting the number of visitors, implementing strict health protocols, and using technology for virtual visits. Although this policy aims to minimize the risk of spreading COVID-19, there are several challenges in its implementation, including limited infrastructure to support virtual visits and resistance from some visitors to new procedures.Further discussion reveals that the successful implementation of this policy is highly dependent on effective outreach, training for officers, as well as improving technological facilities. The conclusion of this research is that although the New Normal era visiting service policy at the Class II B Kayuagung Prison has made a positive contribution in preventing the spread of COVID-19, various efforts are still needed to overcome existing challenges to ensure the sustainability and effectiveness of this policy.
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PENDAHULUAN
	Pandemi COVID-19 yang mulai melanda sejak awal tahun 2020 telah membawa dampak besar pada berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem peradilan dan pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai institusi yang berperan krusial dalam pembinaan narapidana harus beradaptasi untuk meminimalkan risiko penularan virus di lingkungan dengan kepadatan tinggi. Salah satu sektor yang sangat terpengaruh adalah layanan kunjungan.
Lapas Kelas II B Kayuagung, seperti banyak Lapas lainnya, menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara hak narapidana untuk menerima kunjungan dari keluarga dan teman, serta kewajiban untuk memastikan kesehatan dan keselamatan semua pihak yang ada di dalam Lapas. Era New Normal memerlukan kebijakan dan prosedur baru yang mampu beradaptasi dengan kondisi pandemi tanpa mengurangi hak-hak dasar para warga binaan.
Implementasi kebijakan layanan kunjungan di era New Normal membawa perubahan signifikan dalam prosedur operasional, termasuk pembatasan jumlah pengunjung, penerapan protokol kesehatan yang ketat, dan penggunaan teknologi untuk mendukung kunjungan secara virtual. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan risiko penyebaran COVID-19 di dalam Lapas, namun pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan dan kendala.
[bookmark: _Hlk183431660]Data mengenai kunjungan narapidana untuk periode Oktober hingga Desember 2023 menunjukkan angka yang meningkat:

Tabel kunjungan narapidana
	No
	Bulan
	Jumlah Kunjungan

	1
	Oktober
	1.040

	2
	November
	1.055

	1
	Oktober
	1.040



Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan layanan kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kayuagung pada era New Normal. Fokus penelitian mencakup cara kebijakan tersebut diterapkan, tantangan yang dihadapi dalam proses implementasi, serta dampaknya terhadap narapidana, petugas, dan pengunjung. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan prosedur yang lebih efektif dalam menghadapi situasi pandemi di masa mendatang.

Implementasi Kebijakan
Dalam bukunya "Implementing Public Policy" yang diterbitkan pada tahun 1980, Edwards III (dalam Tangkilisan, 2003:10) menyajikan sebuah model untuk menganalisis kebijakan publik dari sudut pandang proses yang lebih bersifat deskriptif. Model ini berupaya menggambarkan bagaimana kebijakan negara dirumuskan dan diterapkan. Fokus utama dari analisis ini adalah pada persyaratan yang diperlukan agar sebuah kebijakan dapat berhasil diimplementasikan, serta hambatan-hambatan utama yang mungkin muncul selama penerapan kebijakan tersebut. 
Berdasarkan hal tersebut, peneliti menggunakan model implementasi Edward III untuk mengevaluasi penerapan kebijakan layanan kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kayuagung pada era new normal.
Edwards III mengidentifikasi empat faktor utama yang dapat mempengaruhi keberhasilan penerapan suatu kebijakan (Tangkilisan, 2003:11-12), yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap), dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi
   Komunikasi adalah sarana interaksi yang memastikan informasi diterima dengan jelas oleh individu atau kelompok. Edward Depari (dalam Widjaja, 2008:88) mendefinisikan komunikasi sebagai proses penyampaian ide dan harapan melalui simbol yang bermakna, ditujukan kepada penerima pesan. Dalam konteks implementasi kebijakan, komunikasi yang efektif sangat penting agar pelaksana kebijakan memahami tugasnya dan dapat menerapkannya secara konsisten.

b.	Sumber Daya
Sumber daya memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya mencakup segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ketersediaan sumber daya yang memadai sangat mendukung kelancaran pelaksanaan rencana. Meskipun perencanaan telah disusun dan diserahkan kepada pihak pelaksana, hasil yang diharapkan mungkin tidak tercapai jika sumber daya yang tersedia tidak mencukupi
	
b. Disposisi/Kecenderungan
Disposisi mengacu pada sikap pelaksana kebijakan yang sangat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Selain memahami tugasnya, pelaksana juga harus memiliki kemampuan yang memadai. Karakteristik dan hubungan kerja yang baik di antara pelaksana berperan penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Kesulitan dapat muncul jika sikap pelaksana tidak selaras dengan maksud pembuat kebijakan, yang sering kali disebabkan oleh perbedaan pandangan. Pemahaman pelaksana mengenai tujuan dan ukuran kebijakan sangat penting, karena keberhasilan implementasi bergantung pada dukungan penuh dari pelaksana terhadap kebijakan tersebut.

d. Struktur Birokrasi
Kebijakan yang kompleks memerlukan kerja sama banyak pihak, sehingga struktur birokrasi harus mendukung kebijakan dengan melakukan koordinasi yang baik. Menurut Edward III, dua elemen penting yang meningkatkan kinerja birokrasi adalah:
Prosedur Operasi Standar (SOP): 
SOP adalah pedoman rutin yang memudahkan pelaksana untuk menjalankan tugas sesuai standar yang ditetapkan.

Fragmentasi: 
Pembagian tanggung jawab di antara berbagai unit kerja untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
	Winarno (2007) menegaskan bahwa struktur organisasi dan prosedur kerja yang jelas sangat penting dalam implementasi kebijakan. Fragmentasi memastikan setiap bagian bertanggung jawab dan bekerja sama, sementara koordinasi menyelaraskan tindakan berbagai pihak. 
a. Koordinasi diperlukan agar kebijakan yang kompleks dapat dilaksanakan dengan baik dan tujuan tercapai.
b.	Memberikan tugas dan penjelasan rutin 
     mengenai pekerjaan
c.	Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan
d.	Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi.

	Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sebuah lembaga ataupun tempat secara terencana, terstruktur dan terarah dalam pencapaian suatu tujuan yang diharapkan.

Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal)
Tiga bulan setelah kasus pertama Covid-19 diumumkan pada Maret 2020, pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya mitigasi untuk mencegah penyebaran virus, seperti physical distancing dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di daerah-daerah episentrum. Pandemi ini berdampak besar pada ekonomi, dengan banyak industri terpaksa mengurangi produksi, menutup pabrik, merumahkan karyawan, hingga melakukan PHK akibat turunnya permintaan. Hal ini menyebabkan peningkatan pengangguran dan penurunan kualitas hidup.
Untuk mengatasi dampak tersebut, pemerintah harus mengeluarkan stimulus besar dari anggaran negara. Akhirnya, kebijakan new normal diambil sebagai langkah realistis menghadapi situasi ini, sambil menunggu pengembangan vaksin yang diperkirakan memerlukan waktu lama. Kebijakan new normal muncul sebagai upaya menjaga ekonomi, serta kesadaran bahwa masyarakat harus belajar hidup berdampingan dengan Covid-19 karena virus ini kemungkinan tidak akan hilang sepenuhnya.

[bookmark: _TOC_250019]Standar Layanan Kunjungan Lembaga Pemasyarakatan

Setelah lebih dari dua tahun tanpa layanan kunjungan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) akibat pandemi Covid-19, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) mengambil langkah strategis dengan menyesuaikan mekanisme kunjungan tatap muka di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kebijakan ini didasarkan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-12.HH.01.02 Tahun 2022, yang mengatur mekanisme kunjungan tatap muka dan pembinaan yang melibatkan pihak luar. 
Pada 1 Juli 2022, sosialisasi daring dilakukan untuk Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan terkait penerapan kebijakan tersebut. Lapas, Rutan, dan LPKA diharapkan mempersiapkan secara matang aspek teknis kunjungan, karena ini menjadi perhatian besar bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang berhubungan dengan upaya untuk menjawab masalah-masalah yang sedang diteliti, kemudian hasil penelitian mengenai permasalahan yang diteliti dipaparkan sesuai dengan data yang diperoleh atau data yang didapatkan (Wina Sanjaya, 2013:66). 
Pendekatan penelitian ini berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, oleh karena itu metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif adalah berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati bersifat kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Pelaksanaan Kebijakan
a. Pembatasan Jumlah Pengunjung: 
Lapas Kelas II B Kayuagung menerapkan pembatasan jumlah pengunjung yang dapat masuk ke dalam Lapas pada waktu yang bersamaan. Pengunjung harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui sistem yang telah disediakan, dan kunjungan dilakukan secara bergantian untuk menghindari kerumunan.
b. Penerapan Protokol Kesehatan: 
Seluruh pengunjung, narapidana, dan petugas diwajibkan mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Ini termasuk pemeriksaan suhu tubuh, penggunaan masker, cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, serta menjaga jarak fisik. Area kunjungan juga disemprot dengan disinfektan secara berkala.

c.Kunjungan Virtual: 
Lapas memfasilitasi kunjungan virtual menggunakan teknologi video call. Ini memungkinkan narapidana tetap berhubungan dengan keluarga tanpa harus bertemu langsung. Fasilitas ini disambut baik oleh banyak narapidana dan pengunjung karena mengurangi risiko penularan COVID-19.

2. Tantangan dalam Implementasi    
     Kebijakan
a. Keterbatasan Infrastruktur: 
Salah satu kendala utama adalah keterbatasan infrastruktur untuk mendukung kunjungan virtual. Koneksi internet yang tidak stabil dan perangkat yang terbatas menjadi hambatan dalam pelaksanaan kunjungan virtual secara efektif.

b. Resistensi Pengunjung: 
  Beberapa pengunjung menunjukkan resistensi terhadap perubahan prosedur kunjungan, terutama mereka yang tidak terbiasa dengan teknologi atau yang lebih menginginkan kunjungan tatap muka. Sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya protokol kesehatan dan kunjungan virtual masih perlu ditingkatkan.

c. Keterbatasan Sumber Daya: 
Jumlah petugas yang terbatas menjadi tantangan dalam mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan dan mengelola kunjungan virtual. Beban kerja yang meningkat selama pandemi memerlukan penyesuaian lebih lanjut dalam distribusi tugas dan tanggung jawab petugas.

3. Dampak Kebijakan terhadap  
    Narapidana, Petugas, dan  
    Pengunjung
a. Dampak pada Narapidana: 
Narapidana merasa lebih aman dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Meskipun ada keterbatasan dalam jumlah kunjungan tatap muka, kunjungan virtual memberikan alternatif yang memungkinkan mereka tetap terhubung dengan keluarga. Namun, beberapa narapidana merasa kurang puas dengan kunjungan virtual karena tidak dapat bertemu langsung dengan keluarga.

b. Dampak pada Petugas: 
Petugas menghadapi beban kerja yang meningkat akibat tambahan tugas untuk memastikan pelaksanaan protokol kesehatan dan pengaturan kunjungan virtual. Meskipun demikian, petugas merasa kebijakan ini penting untuk menjaga kesehatan semua pihak di dalam Lapas.

c. Dampak pada Pengunjung: 
Pengunjung mengalami perubahan signifikan dalam cara mereka melakukan kunjungan. Sebagian besar pengunjung menghargai upaya Lapas dalam menjaga kesehatan, meskipun beberapa merasa kesulitan dengan prosedur baru dan teknologi yang digunakan untuk kunjungan virtual.

4. PEMBAHASAN
        Pembahasan hasil penelitian ini akan menguraikan temuan-temuan utama dalam implementasi kebijakan layanan kunjungan era New Normal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kayuagung. Pembahasan akan difokuskan pada evaluasi prosedur kebijakan, tantangan yang dihadapi, serta dampak yang ditimbulkan pada narapidana, petugas, dan pengunjung.

1. Evaluasi Prosedur Pelaksanaan Kebijakan
Prosedur pelaksanaan kebijakan layanan kunjungan di era New Normal di Lapas Kelas II B Kayuagung telah dirancang untuk meminimalisasi risiko penularan COVID-19. Pembatasan jumlah pengunjung, penerapan protokol kesehatan yang ketat, dan fasilitasi kunjungan virtual menunjukkan komitmen Lapas dalam menjaga kesehatan dan keselamatan. Namun, pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa meskipun prosedur ini efektif secara konseptual, ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti infrastruktur teknologi untuk kunjungan virtual dan ketersediaan perangkat pendukung.

2. Tantangan dalam Implementasi Kebijakan
a. Keterbatasan Infrastruktur: 
Keterbatasan infrastruktur teknologi menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan kunjungan virtual. Koneksi internet yang tidak stabil dan ketersediaan perangkat yang terbatas mengakibatkan beberapa narapidana dan pengunjung tidak dapat memanfaatkan kunjungan virtual dengan optimal. Ini menunjukkan perlunya investasi lebih lanjut dalam infrastruktur teknologi untuk mendukung kebijakan ini.

b. Resistensi Pengunjung: 
         Resistensi dari sebagian pengunjung terhadap prosedur baru juga merupakan tantangan signifikan. Beberapa pengunjung yang tidak terbiasa dengan teknologi merasa kesulitan dengan kunjungan virtual, sementara yang lain mungkin merasa kurang puas dengan tidak adanya kunjungan tatap muka. Untuk mengatasi hal ini, sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat serta pentingnya kebijakan ini perlu ditingkatkan.

c. Keterbatasan Sumber Daya: 
Jumlah petugas yang terbatas dan beban kerja yang meningkat selama pandemi menjadi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Petugas harus memastikan kepatuhan terhadap protokol kesehatan sekaligus mengelola kunjungan virtual, yang memerlukan penyesuaian dalam distribusi tugas dan penambahan sumber daya manusia jika memungkinkan.

3. Dampak Kebijakan terhadap   
    Narapidana, Petugas, dan 
    Pengunjung
a. Dampak pada Narapidana: 
Bagi narapidana, kebijakan ini memberikan perlindungan tambahan terhadap penularan COVID-19, yang sangat penting dalam lingkungan dengan kepadatan tinggi seperti Lapas. Meskipun ada keterbatasan dalam jumlah kunjungan tatap muka, kunjungan virtual memungkinkan mereka tetap terhubung dengan keluarga. Namun, kurangnya interaksi fisik dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional beberapa narapidana.
b. Dampak pada Petugas: 
Petugas Lapas mengalami peningkatan beban kerja akibat tugas tambahan dalam menerapkan protokol kesehatan dan mengelola kunjungan virtual. Meskipun demikian, mereka umumnya memahami pentingnya kebijakan ini dan berusaha untuk menerapkannya dengan sebaik mungkin. Dukungan tambahan, seperti pelatihan dan penambahan staf, dapat membantu mengurangi beban kerja dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan.
c. Dampak pada Pengunjung: 
Pengunjung merasakan perubahan signifikan dalam cara mereka melakukan kunjungan. Kebijakan ini diterima dengan baik oleh sebagian besar pengunjung yang menghargai upaya Lapas dalam menjaga kesehatan, meskipun beberapa menghadapi kesulitan dengan prosedur baru dan teknologi untuk kunjungan virtual. Pengunjung yang kurang terbiasa dengan teknologi memerlukan bantuan dan edukasi lebih lanjut untuk dapat memanfaatkan kunjungan virtual secara efektif.
Berdasarkan temuan dan pembahasan ini, berikut beberapa rekomendasi untuk meningkatkan implementasi kebijakan layanan kunjungan era New Normal di Lapas Kelas II B Kayuagung:

1. Peningkatan Infrastruktur Teknologi: 
     	Investasi dalam infrastruktur teknologi, termasuk peningkatan koneksi internet dan penyediaan perangkat yang memadai, sangat diperlukan untuk mendukung kunjungan virtual.

2.  Edukasi dan Sosialisasi: 
Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pengunjung mengenai pentingnya kebijakan ini dan cara menggunakan teknologi untuk kunjungan virtual.
3. Dukungan bagi Petugas: 
Memberikan dukungan tambahan bagi petugas melalui pelatihan, penambahan staf, dan penyediaan alat pelindung diri untuk mengurangi beban kerja dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan.

4. Peningkatan Fasilitas: 
 Menambah ruang atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan protokol kesehatan dan kunjungan virtual, seperti ruang khusus untuk kunjungan virtual dengan koneksi internet yang stabil.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan implementasi kebijakan layanan kunjungan era New Normal di Lapas Kelas II B Kayuagung dapat berjalan lebih efektif dan efisien, memberikan perlindungan optimal bagi semua pihak yang terlibat, serta tetap mempertahankan hak-hak dasar narapidana.

KESIMPULAN
  Penelitian ini telah menganalisis implementasi kebijakan layanan kunjungan era New Normal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kayuagung. Dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

Efektivitas Prosedur Kebijakan: 
Kebijakan layanan kunjungan yang diterapkan meliputi pembatasan jumlah pengunjung, penerapan protokol kesehatan yang ketat, dan fasilitasi kunjungan virtual. Kebijakan ini secara keseluruhan efektif dalam meminimalkan risiko penyebaran COVID-19 di lingkungan Lapas, meskipun masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal infrastruktur teknologi.

Tantangan Implementasi: 
Implementasi kebijakan menghadapi beberapa tantangan signifikan, termasuk keterbatasan infrastruktur teknologi untuk mendukung kunjungan virtual, resistensi dari pengunjung yang tidak terbiasa dengan teknologi, dan keterbatasan sumber daya manusia. Tantangan ini perlu diatasi melalui peningkatan investasi dalam teknologi, edukasi pengunjung, dan penambahan sumber daya manusia.

Dampak Kebijakan: 
Kebijakan ini memberikan perlindungan tambahan terhadap penularan COVID-19 bagi narapidana, petugas, dan pengunjung. Meskipun ada dampak positif dalam hal kesehatan, ada juga beberapa dampak negatif, seperti kurangnya interaksi fisik yang mempengaruhi kesejahteraan emosional narapidana dan beban kerja tambahan bagi petugas. Pengunjung yang kurang terbiasa dengan teknologi juga mengalami kesulitan dalam memanfaatkan kunjungan virtual.
Saran

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, direkomendasikan untuk melakukan peningkatan infrastruktur teknologi, meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pengunjung, memberikan dukungan tambahan bagi petugas, dan menambah fasilitas yang mendukung pelaksanaan protokol kesehatan dan kunjungan virtual.
Kesimpulannya, kebijakan layanan kunjungan era New Normal di Lapas Kelas II B Kayuagung telah berjalan dengan cukup baik dalam menjaga kesehatan dan keselamatan semua pihak yang terlibat. Namun, untuk mencapai efektivitas yang optimal, diperlukan upaya perbaikan lebih lanjut terutama dalam hal infrastruktur teknologi, edukasi, dan dukungan bagi petugas. Dengan perbaikan ini, kebijakan layanan kunjungan dapat terus berfungsi efektif dalam menghadapi situasi pandemi dan seterusnya, serta tetap mempertahankan hak-hak dasar narapida.
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